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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 62/PMK.03/2012 

TENTANG 
TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, 
SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK 

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU 
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI 

KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN 
PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK 

DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH 
PABEAN KE KAWASAN BEBAS 

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4), 
Pasal 19 ayat (7), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (12) 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang 
Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata 
Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari 
serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 
Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta 
Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau 
Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak 
dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean 
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dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak 
dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah 
Pabean ke Kawasan Bebas; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4999);  

   2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);   

   3.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4661); 

   4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4775); 

   5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang 
Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta 
Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke 
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dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan 
Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5277); 

   6. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010 ; 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 
PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, 
SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 
ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG 
KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI 
KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH 
PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN 
BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI 
TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN 
BEBAS. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2009. 

2. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 

3. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan 
pelabuhan bebas yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas, 
adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean 
sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai. 

4. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi 
wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat 
tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di 
dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. 

5. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 
6. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran 
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 
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7. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh 
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena 
Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. 

8. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya 
sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang 
Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau 
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah 
Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah 
Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. 

9. Pemberitahuan Pabean  adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang 
dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan 
syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.  

10. Endorsement adalah pernyataan mengetahui dari pejabat/ pegawai 
Direktorat Jenderal Pajak atas pemasukan Barang Kena Pajak dari 
tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, berdasarkan 
penelitian formal atas dokumen yang terkait dengan pemasukan 
Barang Kena Pajak tersebut. 

Pasal 2  

(1) Barang Kena Pajak yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat 
lain dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai. 

(2) Dalam hal Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, atas 
pengeluaran Barang Kena Pajak dimaksud terutang Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.  

(3) Tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas, Tempat Penimbunan 
Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus. 

(4) Saat terutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
adalah pada saat Barang Kena Pajak dikeluarkan dari Kawasan Bebas. 

(5) Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai yang terutang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: 
a. Harga Jual; atau 
b. Harga Pasar Wajar dalam hal pengeluaran barang tersebut bukan 

dalam rangka transaksi jual beli.  
(6) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terutang harus dipungut 
dan disetor ke kas negara oleh Orang yang mengeluarkan Barang 
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Kena Pajak melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh 
Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. 

(7) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diisi dengan 
cara: 
a. pada kolom nama dan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak diisi dengan 

nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang yang menerima Barang 
Kena Pajak; 

b. pada kolom Wajib Pajak/penyetor dicantumkan juga nama dan 
Nomor Pokok Wajib Pajak Orang yang mengeluarkan Barang Kena 
Pajak.  

(8) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan  Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan paling lama pada saat Barang Kena Pajak tersebut 
dikeluarkan dari Kawasan Bebas. 

(9) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang 
dilampiri dengan invoice dan Pemberitahuan Pabean merupakan 
dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak. 

(10) Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar dengan menggunakan 
Surat Setoran Pajak yang dilampiri dengan invoice dan Pemberitahuan 
Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (9), merupakan Pajak 
Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang 
menerima Barang Kena Pajak sesuai peraturan perundang-undangan 
di bidang perpajakan. 

Pasal 3 

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) dan ayat (2) untuk transaksi tertentu, yaitu: 
a. Pengeluaran dari Kawasan Bebas oleh pengusaha atas Barang Kena 

Pajak yang berhubungan dengan kegiatan usahanya ke tempat lain 
dalam Daerah Pabean yang dalam jangka waktu tertentu akan 
dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas berupa mesin dan/atau 
peralatan untuk:  
1. kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur; 
2. keperluan perbaikan, pengerjaan, pengujian, atau kalibrasi; 

dan/atau  
3. keperluan peragaan atau demonstrasi; 

b. Pengeluaran kembali dari Kawasan Bebas oleh pengusaha atas 
Barang Kena Pajak asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang 
berhubungan dengan kegiatan usahanya berupa mesin dan/atau 
peralatan untuk:  
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